BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR : 02/TB/2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Mecnimbang

c.

d.

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Tulang Bawang
bersama Bupati Tulang Bawang telah menyempurnakan
Rancangan  Peraturan Dacrah  tentang  Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun
Anggaran 2014 scsuai dengan Surat Keputusan Gubernur
Lampung Nomor : G/ 626.a/B.IX/HK/2014 tanggal 21
Agustus 2014 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
Dacrah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang
Bawang tlentang Penjabaran  Perubahan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2014;

bahwa schubungan dengan perkembangan yang tidak
sesual dengan asumsi kebijjakan umum APBD, keadaan
yang menycbabkan pergeseran  antar unit organisasi,
antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menycbabkan  sisa lebih  tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD
Tahun Anggaran 2014;

bahwa penyempurnaan scbagaimana dimaksud hurufl b,
dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecrah Tahun
Anggaran 2014 tidak bertentangan dengan kepentingan
umum dan perundang-undangan yang lebih tinggi;

bahwa schubungan dengan hal tersebut pada hurul a,
hurul b dan huruf ¢, perubahan APBD Tahun Anggaran
2014 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
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. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat [I Tulang
Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3667);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemcerintahan  Dacrah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncesia Nomor 4437) scbagaimana
tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 lentang
Perimbangan Kcuangan Antara Pemcrintah Pusal dan
Pemcrintahan  Dacrah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

(X
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Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Dacrah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5043);

.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Dacrah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Pcrundang-undangan (Lembaran
Negara Republik  Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

-Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Kcuangan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) scbagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indoncsia
Nomor 4712);

Pcraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana tclah  diubah  dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
l.embaran Negara Nomor 5340);

Pceraturan Pemcerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45753);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem  Informasi Kcuangan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor 4576)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
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Pcraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pcdoman Pcnyusunan dan Pcnerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Necgara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas
Pcnyclenggaraan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara -
Republik Indoncesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemcrintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan  Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pclaporan Kecuangan dan Kincrja Instansi Pemecrintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

-Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pcmbcerian dan Pemanfaatan Insentifl Pemungutan
Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 lentang
Standar Akuntansi Pcmerintahan  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang

Pinjaman Dacrah (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

-Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tclah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Dacrah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pecdoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Dacrah;

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

.Pcraturan Menteri Dalam Ncegeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011
tentang  Pedoman  Orientasi  dan  Pendalaman  Tugas
Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
schagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 823);

Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);

Peraturan Dacrah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Dacrah Kabupaten
Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 11);

Pcraturan Dacrah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis Daerah dan
Saluan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011
Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 08
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Lain scbagai Perangkat Dacrah Pemcrintah Kabupaten
Tulang Bawang (Lembaran Dacrah Kabupaten Tulang
Bawang Tahun 2011 Nomor 13);

Pcraturan Dacrah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02
Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Dacrah (Lembaran Dacrah Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lcmbaran Dacrah
Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02);

&
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38.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06
Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013
Nomor 06).

Memperhatikan : 1. Surat  Keputusan  Gubernur  Lampung  Nomor

G/ 626.a/B.IX/HK/2014 tanggal 21 Agustus 2014 tentang
Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tulang Bawang tentang Pcrubahan Anggaran Pcndapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan
Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014;

2. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang
Bawang Nomor : 170/19/Kep/DPRD-TB/2014 tanggal 17
Scptember 2014 tentang  Penyempurnaan  terhadap
Evaluasi Gubernur Lampung atas Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014 dan Rancangan Pcraturan Bupati Tulang
Bawang Tentang Pcnjabaran  Perubahan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2014.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TULANG BAWANG

Menetapkan

dan
BUPATI TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.
Pasal 1

Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
semula  berjumlah  Rp.822.026.069.756,00 bertambah scjumlah
Rp.47.946.771.590,00 schingga mcnjadi Rp.869.972.841.346,00
dengan rincian scbagai berikut :

1. Pendapatan
a. Semula Rp. 818.138.427.942,00
b. Bertambah Rp. 66.722.197.116,00
Jumlah Pendapatan sctelah Perubahan Rp. 884.860.625.058,00

2. Belanja
a. Scmula Rp. 822.026.069.756,00
b. Bertambah Rp. 47.946.771.590,00
Jumlah Bclanja setelah Perubahan Rp. 869.972.841.346,00

Surplus/Defisit setelah perubahan Rp. 14.887.783.712,00

-



3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 35.387.641.814,00
2) Berkurang Rp. (16.599.684.785,00)
Jumlah Penerimaan setelah
Pcrubahan Rp. 18.787.957.029,00
b. Pcngeluaran
1) Scmula Rp. 31.500.000.000,00
2) Bertambah Rp. 2.175.740.741,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
sclelah Perubahan Rp. 33.675.740.741,00
Jumlah Pembiayaan netto
setelah Perubahan Rp.(14.887.783.712,00)
Sisa lebih pembiayaan anggaran
setelah perubahan Rp 0,00
Pasal 2

(1) Pendapatan Dacrah scbagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri
dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 45.432.698.003,00

2) Berkurang Rp. (17.972.973.199,00)

Jumlah Pendapatan Asli Dacrah

sctelah Perubahan Rp. 27.459.724.804,00
b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 696.237.977.939,00

2) Berkurang Rp.  (8.549.108.801,00)

Jumlah Dana Perimbangan sctelah

Perubahan Rp. 687.688.869.138,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
1) Scmula Rp. 76.467.752.000,00

2) Bertambah Rp. 93.244.279.116,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Dacrah
Yang Sah sclelah Perubahan Rp. 169.712.031.116,00

(2) Pendapatan Asli Dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp.  9.091.000.000,00

2) Bertambah Rp. 3.831.940.000,00

Jumlah Pajak Dacrah

setelah Perubahan Rp. 12.922.940.000,00
b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 29.266.698.003,00

2) Berkurang Rp. (26.777.622.004,00)

Jumlah Retribusi Daerah
sctelah Perubahan Rp. 2.489.075.999,00
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. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp.  3.500.000.000,00
2) Tctap Rp. 0,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan setelah

Perubahan Rp. 3.500.000.000,00
. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Scmula Rp.  3.575.000.000,00

2) Bertambah Rp. 4.972.708.805,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli
Dacrah yang sah sctclah Perubahan Rp. 8.547.708.805,00

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl b
terdiri dari jenis-jenis pendapatan :

a.

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Scmula Rp. 73.120.656.148,00
2) Bertambah Rp. 21.526.468.990,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi
Hasil Bukan Pajak sctelah Perubahan Rp.  94.647.125.138,00

. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 540.609.710.675,00

2) Berkurang Rp. (7.296.026.675,00)

Jumlah Dana alokasi umum setclah

Perubahan Rp. 533.313.684.000,00

. Dana Alokasi Khusus

1) Scemula Rp. 82.507.611.116,00

2) Berkurang Rp. (22.779.551.116,00)

Jumlah Dana alokasi khusus setelah

Perubahan Rp. 59.728.060.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1} Scemula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan Hibah

Scetclah Perubahan Rp. 0,00
b. Dana Darurat

1) Semula Rp. 0,00

2) Berkurang Rp. 0,00

Jumlah dana darurat setelah

Perubahan Rp. 0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya

1) Scemula Rp. 30.000.000.000,00

2) Berkurang Rp. 43.359.350.254,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi dan Pemda Lainnya sctelah
Pcrubahan Rp. 73.359.350.254,00
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d.Bantuan Biaya Pemungutan PBB

1) Semula Rp. 1.500.000.000,00

2) Berkurang Rp. (770.106.399,00)

Jumlah Bantuan Biaya Pemungutan

PBB setelah Perubahan Rp. 729.893.601,00
e. Lain-lain Pendapatan yang Sah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 37.578.257.261,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi dan Pemda Lainnya

setelah Perubahan Rp. 37.578.257.261,00
f. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Scmula Rp. 0,00

2) Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Dana Penycsuaian dan

Otonomi Khusus sctelah Perubahan Rp. 0,00
g. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah

lainnya

1) Scmula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau Dacrah Lainnya

sctelah Perubahan Rp. 0,00
h. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD

1} Scemula Rp. 3.798.000.000,00

2) Berkurang Rp. (1.644.500.000,00)

Jumlah Dana Tambahan Penghasilan

Guru PNSD sctelah Perubahan Rp. 2.153.500.000,00
i. Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD

1} Semula Rp. 41.169.752.000,00

2) Bertambah Rp. 14.721.278.000,00

Jumlah Dana Tunjangan ProfcsiGuru

PNSD yang sah sctelah Perubahan Rp. 55.891.030.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Dacrah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung

1} Semula Rp. 376.357.142.732,00

2) Bertambah Rp. 16.399.031.232,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung

setelah Perubahan Rp 392.756.173.964,00
b. Belanja Langsung

1) Scmula Rp. 445.668.927.024,00

2) Bertambah Rp. 31.547.740.358,00

Jumlah Belanja Langsung setclah
Perubahan Rp. 477.216.667.382,00
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(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 320.896.786.668,00

2) Bertambah Rp. 15.369.435.626,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah

Perubahan Rp. 336.266.222.294,00
b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bunga setclah

Pcrubahan Rp. 0,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 1.000.000.000,00

2) Tctap Rp. 0,00

Jumlah Belanja Subsidi setelah

Perubahan Rp. 1.000.000.000,00

d. Belanja Hibah

1) Scmula Rp. 10.807.390.000,00

2) Bertambah Rp. 1.000.000.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah

Perubahan Rp. 11.807.390.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Scmula Rp.  2.500.000.000,00

2) Tetap Rp. 0,00

Jumlah Belanja bantuan sosial

setelah Perubahan Rp. 2.500.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp. 0,00

2) Tetap Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil

setelah Perubahan Rp. 0,00

g. Belanja bantuan keuangan kepada Prov/Kabupaten/kota dan
Pemerintah Desa
1) Semula Rp. 38.800.700.000,00
2) Tetap Rp. 0,00
Jumlah Bclanja bantuan keuangan
kepada Prov/Kabupaten/kota dan
Pemerintah Desa sctelah Perubahan Rp. 38.800.700.000,00

h. Belanja bantuan kepada Partai Politik
1) Semula Rp. 352.266.064,00
2) Bertambah Rp. 29.595.606,00
Jumlah Bcelanja bantuan sosial
sctelah Perubahan Rp. 381.861.670,00
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h. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp. 2.000.000.000,00

2) Tetap Rp. 0,00

Jumlah Belanja tidak terduga setelah

Perubahan Rp. 2.000.000.000,00

Belanja Langsung scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl b
terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Scmula Rp. 58.181.267.500,00

2) Bertambah Rp. 4.583.855.000,00 |

Jumlah Belanja Pegawai setelah ‘

Perubahan Rp. 62.765. 122.500,60
b. Belanja Barang dan Jasa |

1) Semula Rp. 193.919.138.324,00

2) Bertambah Rp. 24.656.380.908,00

Jumlah Bclanja Barang dan Jasa

Sctelah Perubahan Rp. 218.575.519.232,00
c. Belanja Modal

1) Semula ' Rp. 193.568.521.200,00

2) Bertambah Rp. 2.307.504.450,00

Jumlah Bclanja Modal setelah

Pcerubahan Rp. 195.876.025.650,00

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
dari:
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 35.387.641.814,00

2) Berkurang Rp. (16.599.684.785,00)

Jumlah Pcnerimaan setelah

Perubahan Rp. 18.787.957.029,00
b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 31.500.000.000,00

2) Bertambah Rp.  2.175.740.741,00

Jumlah Pengeluaran

sctelah Perubahan Rp. 33.675.740.741,00

Penerimaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl a terdiri
dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya

1) Scmula Rp. 19.984.607.933,00

2) Berkurang Rp. {1.196.650.904,00)

Jumlah SILPA tahun anggaran :

scbelumnya sctelah Perubahan Rp. 18.787.957.029,00
b. Penerimaan Piutang Daerah

1) Scmula Rp. 15.403.033.881,00

2} Berkurang Rp. (15.403.033.881,00)

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah
setelah Perubahan Rp. 0,00



212 -

(3) Pengcluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari jenis

pembiayaan:
a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Perhitungan Pembcntukan

Dana Cadangan Setelah Perubahan Rp. 0,00
b Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp.  1.500.000.000,00

2) Tetap Rp. 0,00

Jumlah Penyertaan Modal (investasi)
pemerintah dacerah setelah Perubahan  Rp. 1.500.000.000,00

. Pembayaran Pokok Hutang

1) Scemula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Pokok Hutang

Sctelah Perubahan Rp. 0,00
. Pembiayaan Pinjaman Daerah

1) Scmula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Pembiayaan Pinjaman

Dacrah Setclah Perubahan Rp. 0,00
. Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga

1) Semula Rp. 30.000.000.000,00

2) Bertambah Rp.  2.175.740.741,00

Jumlah Perhitungan Fihak Ketiga

Sctelah Perubahan Rp. 32.175.740.741,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Dacrah ini, terdiri dari :

1.
2.

3.

Lampiran | Ringkasan Pcrubahan APBD;

Lampiran [l Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
Pcmerintahan Dacrah dan Organisasi;

Lampiran [1I Rincian Pcrubahan APBD menurut Urusan

Pecmerintahan Dacrah, Organisasi, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan

Pemerintahan Dacerah, Organisasi, Program dan
Kegiatan;

. Lampiran V Rckapitulasi Perubahan Belanja Dacrah untuk

Kesclarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Dacrah dan  Fungsi  Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan

dan Perjabatan;

‘R
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7. Lampiran VII Daftar  Kegiatan-kegiatan  Tahun  Anggaran
Scbhelumnva yvang  belum  diselesaikan  dan
dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;

8. Lampiran VIII  Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6
Bupati Tulang Bawang menctapkan Peraturan tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah  sebagai
landasan operasional pclaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sclap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
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